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Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dansmengetahui Kualitas=Kinerja Pegawai apa yang
menjadi hambatan belum tercapainya targét dalam perekaman e-KTTP dan juga belum. terpenuhinya standar
pelayanan publik .di Kantor Kecamatan Sajingan Besar. Judul skripsitdiangkat berdasarkan permasalahan
penyelenggaraan perekaman eK TP yang belum optimal.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif=Teknik pengumpulan datanya adalah observasi dilapangan untuk memperoleh data
secara langsung, wawancara kepada narasumber yang terlibat langsung dalam proses pembuatan &K TP dan
studi dokumentasi. Lokasi penelitian di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.Subjek penelitian ini
adalah Camat Sgjingan Besar, Kasi Pemerintahan dan Trantib, petugas perekaman e-KTP, dan masyarakat
Kecamatan Sajingan Besar.Hasil dalam penelitian ini ditemukan beberapa fakta ditinjau dari dimensi Tangible :
fasilitas fisik yangibelum memenuhi standar beberapa kali mengalami kerusakan, dan juga kedisiplinan petugas
yang tidak begitu baik. Untuk dimensi Reliability 1 kecermatan petugas dalam memberikan pelayanan pembuatan
e-K TP sudah cukup baik, namun ada masalah lain yaittrkemampuan/keahlian petugas dalam menggunakan alat
bantu belum merata. Untuk dimensi Responsiviness @ petugas sudah merespon setiap masyarakat yang ingin
membuat e-KTP, melayani masyarakat dengan tepat dan cermat. Untuk dimensi Assurance;: tidak adanya
jaminhan ketepatan waktu kapan kartu e-KTP jadi. Untuk dimensi Empathy : petugas melayani dengan sopanidan
sabar sertatidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Katarkata Kunci : Perekaman, e-KTP, Publik

GOVERNMENT PERSONNEL PERFORMANCE IN E-KTP RECORD CARD IN
DISTRICT SAJINGAN BESAR SAMBAS REGENCY

Abstract

Thesis is intended to describe the quality of employee performance and find out what the barriers have not
achieved the target in the taping of e-KTP card and also not compliance to the standards of public service in the
District Office Sagjingan Besar. Title of thesis service delivery issues raised by the service e-KTP card is not
optimal.This study uses qualitative methods with descriptive study. Data collection techniques are field
observations to obtain data directly, interviews with speakers who are directly involved in the creation of e-KTP
and documentation study. The research location in District Sgjingan Besar Sambas Regency. The subjects were
Sgjingan Besar office Head, Head of Government and Trantib, recording officer of e-KTP card, and people of
the District of Sgjingan Besar.The results in this study found severa facts in terms of Tangible dimensions:
physical facilities that do not meet the standards several times damaged, and also discipline officers who are not
so good. For the dimensions of Reliability: accuracy officers in providing services creation of e-KTP card is
good enough, but there is another problem, namely the ability/expertise of staff in using the tools have not been
evenly distributed. For Responsiviness dimensions: officers already respond to any community that wants to
make the e-KTP card, serving the community with precise and meticulous. For the dimension Assurance: no
guarantee timeliness for e-KTP card so. For the dimension Empathy: serving officer politely and patiently and
does not discriminate in providing services to the public.

Keywords: Record, e-KTP, Public
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
merupakan serangkaian aktivitas atau
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
beserta aparaturnya untuk memenuhi hak-
hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk,
dalam mewujudkan peningkatan kualitas
kehidupan dan pembangunan. = Daam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
manyatakan® bahwa,  sdlah satu tujuan
didirikanmnya Negarar Kesatuan Republik
Indenesia adalah memajukan kesgjahteraan
umum yangwstercermin dari  bagaimana
pelaksanaan = pelayanan  publik ' yang
dilakukan oleh aparatur pemerintah demi
memenuhi*kebutuhan masyarakat.
Kecamatan merupakan salah Satu
birokrasi yang bertugas dalam bidang
pelayanan publik. Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 19 Tahun 2008 -tentang
kecamatan pada pasal 14 ayat 1 menyatakan
bahwa kecamatan merupakan—perangkat
daerah kabupaten atau.” kota! sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang
mempunyai  wilayah kerja~tertentu.yang
dipimpin oleh camat. Daerah lebih leluasa
ddam menentukan dan memberikan
kewenangan kepada kecamatan dalam
rangka memenuhi tuntutan, keinginan dan
terlebih  lagi

pemerintahan di

kebutuhan  masyarakat,

penyelenggaraan
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kecamatan banyak berkaitan langsung
dengan pemberian pelayanan publik.
Pelaksanaan pelayanan publik yang
optima tentu akan memberikan dampak
positif kepada kinerja instansi yang
berkaitan. Dengan kata lain semakin baik
pelaksanaan pelayanan publik oleh instansi
pemerintah, maka akan balk juga kinerja
instans yang=bersangkutan. Maka dari itu,
permasalahan kinerja. permasalahan yang
penting: untuk dibicarakan pada saat
ini.Instansi pemerintahan dimulal dari pusat
sampa kepada daerah ditintut™, untuk
menunjukkan kinerja 'yang bak daam
pel aksanaan tugas masing-masing
instansinya.Kinerja  pemerintah  juga
merupakan  wujud dari “ akuntabilitas
publik,

pemerintah harus bertanggungjawab dalam

pemerintah  kepada dimana
pelaksanaan program yang berkaitan
kepada

masyarakat.Oleh karena itu, perlu adanya

langsung dengan pelayanan
target yang harus disdesaikan oleh
pemerintah- dalam* pelaksanaan program
dalam

kepada masyarakat. Dan target tersebut

rangka’. memberikan pelayanan

harus_diselesaikan sesuai dengan jangka
waktu yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain pemerintah harus
melaksanakan program yang telah menjadi
tugas mereka secara optima agar dapat
menghasilkan kinerja yang bak pula

Sehingga keberhasilan dalam penyelesaian
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suatu program dengan optimal akan
memberikan indikasi bahwa instansi yang
bersangkutan menunjukkan kinerja yang
baik. Dan kinerja yang baik merupakan
tujuan yang harus dicapai oleh semua
instans pemerintahan. Sedangkan kinerja

itu sendiri adalah hasil atau tingkat
keberhasilan seseorang secara keselurthan
sdlama  periode  tertentu didalam

melaksanakan tugas dibandingkan dengan
berbagai kemungkinan, seperti standar hasil
kerja, target atau sasaran ‘aau kriteria yang
telah dirtentukan-terlebih dahulu atau telah
disepakati bersama. Sehingga target dalam
pél aksanaan-program merupakan indikator
yang harus dicapa secara optimal’ oleh
instans terkait agar dapat mewujudkan
kinerja yang optimal pula pada program
tersebuit.

Dalan pengamatan awa yang
dilakukan di kantor Camat Sagjingan Besar
Kabupaten Sambas, peneliti menemukan
beberapa fenomena yang berkaitan dengan
Kinerja aparatur yang belum optimal dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat
sebagai  pihak
khususnya pada pelaksanaans..program

penerima  pelayanan,
perekaman e-KTP.

Belum tercapainyatarget perekaman
e-KTP yang ditentukan pemerintah pusat,
dijadikan salah satu wujud dari kurang
dalam

melaksanakan program dan pencapaian

optimalnya  kinerja  aparatur
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target yang telah ditentukan sebelumnya,
adapun target yang ingin dicapai yaitu pada
tahun 2014 paling tidak sudah mencapai 90
%. Tetapi pada kenyataannya masih belum
mencapai
tersebut dibuktikan dalam data umum
Kecamatan Sgjingan Besar Tahun 2014

présentase

target yang ditentukan.Hal

masyarakat yang telah
mel akukan pexekaman baru mencapai 75 %.
Hal-ini_sesuai dengan data yang ada pada
tahun 2014.

Bahwa 5 desa yang telah.melakukan
perekaman e-KTP di' kantor KeGamatan
Sgjingan Besar, jumlah masyarakat yang
wajib KTP dengan yang telah melakukan
perekaman baru mencapai 75 %. Hal ini
kembali
mengenai fungsl Pemerintah Kecamatan

menimbulkan pertanyaan
Sgjingan Besar yang berhubungan langsung
dengan masyarakat setempat, sehingga
mengakibatkan masih belum tercapainya
target yang ditentukan dalam pelaksanaan
perekaman e KTP pada saat ini. Adapun
permasalahan  dalam
pencapaian target ini  yaitu banyaknya

yang menjadi

masyarakat Kecamatan i Sgjingan Besar
yang bekerja-di"Negara Malaysia dan pada
umumnya yang berusia 17 tahun keatas.
Pemerintah

Sgjingan  Besar  untuk

Sehingga menyulitkan
Kecamatan
memberikan informasi dan melakukan
perekaman eKTP bagi

bekerjadi Malaysia.

mereka yang
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Kemudian permasaahan fasilitas
fisik juga menjadi kendala organisasi dalam
mencapal target perekaman yang ditentukan
hal tersebut seperti peralatan perekaman
yang rusak yaitu perekam sidik jari yang
rusak tetapi pihak kecamatan Sagjingan
Besar lambat melaporkan untuk perbaikan
atau minta untuk diganti dengan yang-baru,
sehingga proses perekaman menjadi
terhambat. Selanjutnya yaitu permasalahan
yang berhubungan dengan disiplin.pegawai,
pegawal yang datang terlambat dan pulang
lebih awal dani
menjadikan proses perekaman e-KTP
menjadi tidak-efektif dan efisien.
permasal ahan
kehandalan pegawai dalam melakukan

jam kerja sehingga

Kemudian vyaitu
pelayanan™ e-KTP, kemampuan yang
dimiliki petugas tidak merata, contohnya
dalan mengoperasikan komputer.K etika
petugas yang mengoperasikan komputer
tidak masuk kerja, perekaman ~menjadi
terhambat; Karena yang menggantikan
posisi tersebut kemampuannya dalam
mengoperasikan komputer belum “begitu
baik, sehingga proses perekaman menjadi
lambat. Kemudian tidak ada“standar, biaya
yang di tentukan, sehingga masih ada
pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh
oknum operator pelayanan salah satu
dalam

kepengurusan e-KTP tidak dipungut biaya,

contohnya  yaitu ketentuan
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tetapi ada oknum yang meminta biaya
administrasi secara diam-diam.

Dalam hal sosidisasi dan koordinasi
kepada masyarakat disetiap desa, dimana
banyak dari masyarakat yang telah wagjib
KTP dan yang baru berumur tujuh belas
tahun belum juga didaftarkan oleh
keluarganya, banyak dari masyarakat yang
belum beralasan  tidak
mendapatkan informasi

mendaftar
mengenai
kepengurusan e-K TP. Permasalahan lainnya
yaitu dalam hal’ pengembalian formulir
isian suntuk masyarakat dalam pendataan
wajib KTP, banyak juga masyarakat yang
tidak mengembalikan formulir yang telah
disebarkan di setiap desa sehingga banyak
masyarakat yang tidak terdaftar
kependudukannya, selan  itu  juga
masyarakat masih kebingungan dalam
mendaftarkan anggota keluarganya,' yang
baru memasuki usia tujuh belas tahun.
Padahal~ masalah tersebut dapat’ diatasi
apabila pemerintah kecamatan melakukan
sosialisasi--dan koordinasi dengan baik
kepada masyarakat yang ada di Kecamatan
Sgjingan Besar.

Bebergpa™ fenomena yang telah
dijelaskan dalam latar belakang tersebut
telah memberikan gambaran bahwa kinerja
aparatur dalam perekaman e-KTP di
Kecamatan Sgjingan Besar Kabupaten
Sambas belum optimal. Berdasarkan latar
belakang tersebut, penulis tertarik untuk
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melakukan penelitian yang kemudian
dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah
yang berjudul
Pemerintah Daam Perekamane-KTPDi
Kecamatan Sgjingan Besar Kabupaten
Sambas.

2. FokusPendlitian

“Kinerja  Aparatur

Fokus penelitian ini diperlukanagar
penelitian yang dilakukans akan |ebih
terarah dalam mengkaji permasalahan yang
diteliti. Berdasarkan indikasi permasalahan
yang dikemukakan diatas, penelitian ini
difokuskan pada. "Perekamane-KTP. oleh
Aparatur Kecamatan Sgjingan Besar
Kabupaten Sambas.

3." Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan merupakan
suatu pertanyaan yang akan dicarikan
jawabannya melalui pengumpulan data
(Sugiono, 2013 : 35). Berdasarkan uraian
yang dikemukakan pada latar belakang
masalah,
penulisan proposal ini adalah :~Bagaimana
Kuditas  Kinerja dalam
Perekamane-KTPdi Kecamatan Sajingan
Besar kabupaten Sambas?

pokok permasalahan .daam

Aparatur

4. Tujuan Pendlitian

Memperhatikan batasan dan
rumusan masalah di atas, maka secara
umun tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui gambaran yang nyata tentang
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kualitas kinerja dalam perekaman e-KTP di

Kecamatan Sgjingan Besar Kabupaten

Sambas yang bertujuan untuk :

a) Untuk mengetahuiDimensi Tangible
(berwujud) dalam perekaman e-KTP
d Kecamatan Sgjingan Besar
Kabupaten Sambas.

b) “dntuk mengetahuiDimens Reliability
(kehandalan) dalam perekaman e-KTP
di  Kecamatan, Sgjingan Besar
Kabupaten Sambeas.

c) Untuk
Responsiviness  (Ketanggapan)'s. dalam

mengetahui Dimensi

perekaman eKTP _di Kecamatan
Sgjingan Besar Kabupaten Sambeas.

d) Untuk mengetahui Dimensi Assurance
(jaminan) dalam perekaman e-KTP| di
Kecamatan Sgjingan Besar Kabupaten
Sambeas.

€) Untuk mengetahui Dimensi Empathy
(empati) dalam perekaman e-KTP di
Kecamatan Sgjingan Besar Kabupaten
Sambeas.

5, Manfaat Penelitian.
1) Manfaat Teoritis

Secara “teoritis, penelitian ini
diharapkan mempunyai kontribusi
daam  mengembangkan  ilmu

pengetahuan dan wawasan tentang
ilmu pemerintahan, karena dalam
penelitian ini terdapat kajian-kajian
tentang kinerja organisasi publik
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yang menjelaskan tentang kinerja
instans  pemerintahan.Selain  itu

juga dapat menambah referensi dan

pengetahuan bagi penelitian
selanjutnya.

2) Manfaat Pratis
Secara praktis, penelitian ini

diharapkan dapat menjadi _deahan
masukan dan acuan bagi Pemerintah
Kecamatan Sgjingan Besar dan
pihak terkait lainnya dalam menilai
kinerja yang telah dilaksanakan dan
sebagal baham pertimbangan dalam
pembuatan program kerja di masa

selanjutnya.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori
1) Konsep Kinerja
Menurut Kamus Besar —~Bahasa
Indonesia,i kinerja memiliki tiga pengertian
yaitu: (1) Sesuatu yang dicapai;(2) Prestasi
yang diperlihatkan; (3) Kemampuan Kerja
Pengertian lan, dari  kata
dikemukakan oleh Mangkunegara

(2004:67) yaitu hasil kerja yang berkualitas

Kinerja

dan kuantitasnya yang dicapai oleh seorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan tanggung jawab Yyang
diberikan

Sulistiyani

kepadanya.
(2003:233)

Ambar  Teguh

mengemukakan
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bahwa kinerja seseorang merupakan
kombinas dari kemampuan, usaha dan
kesempatan yang dapat dinilai dari hasil
kerjanya.

Pengertian yang diungkapkan oleh
para ahli di atas bahwa kinerja merupakan
suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang
(aparatur) dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya.Kinerja aparatur demi
mewujudkan suatus, hasil kerja yang
berkualitas, kuantitas dan..hubungan yang
bak antar ‘aparatur sehingga dapat
memberikan pelayanan prima “kepada
masyarakat.

Terlepas dari tugas dan fungsinya
dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, setiap organisasi  pemerintah
biasanya cenderung tertarik pada aspek-
aspek pengukuran kinerja, seperti yang
dikemukakan oleh Lembaga Administrasi
Negara (LAN) dalam buku Pengukuran
Kinerja~ Pegawai Pemerintah (2007:7)
sebaga berikut: (1) Aspek finansial; (2)
Kepuasan-pelanggan; (3) Operasi bisnis
internal;. (4)
Kepuasan komunitas dan:stakeholders; dan
(6) Waktu.

Menurut Zeithaml dkk (dalam
Hadiansyah 2011 46-47), ada lima

dimensi untuk mengukur kualitas kinerja

Kepuasan Pegawai; (5)

daam pelayanan publik yaitu: tangibel
reliability  (kehandalan),

responsiviness (ketanggapan), assurance

(berwujud),
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(Jaminan), dan empathy (empati). Masing-
masing dimensi memiliki indikator sebagai
berikut:

Untuk dimensi Tangible (berwujud)
terdiri  dari  bebergpa indikator yang
meliputi :

1. Keterampilan aparatur dalam melayani
pelanggan

2. Kenyamanantempat mel akukan
pelayanan

3. Kemudahan dalam proses pelayanan

4. Kedisiplinan aparatur dalam melakukan
pel ayanan

5. Kemudahan. akses pelanggan dalam
permohonan

6. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan.

Untuk Reliability

(kehandalan), indikatornya meliputi:

dimens

1. Kecermatan petugas dalam melayani
pelanggan

2. Memiliki standar pelayanan yang jelas

dalam

menggunakan alat bantu dalam.proses

3. Kemampuan aparatur
pel ayanan
4. Keahlian aparatur dalam menggunakan
alat bantu dalam proses pelayanan
Untuk
(ketanggapan), indikatornya meliputi:

dimensi  ~Responsiveness

1. Merespon setigp pemohon yang ingin
mendapatkan pelayanan

2. Aparatur melakukan pelayanan dengan
cepat
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3. Aparatur melakukan pelayanan dengan
tepat

4. Aparatur melakukan pelayanan dengan
cermat

5. Aparatur melakukan pelayanan dengan

waktu yang tepat
6. Semua keluhan pelanggan direspon
aparatur.
Untuk dimens Assurance

(jaminan), meliputi:

1. Aparatur . memberikan®._jaminan tepat
waktu dalam pelayanan

2. Aparatur memberikan jaminans, biaya
dalam pelayanan

3. Aparatur memberikan jaminan legalites
dalam pelayanan

4. Aparatur memberikan jaminan kepastian
biaya dalam pelayanan

Untuk dimensi Empathy (empati),

memiliki indikator:

1. Mendahulukan kepentingan pelanggan

2. Aparatur melayani dengan sikapramah

3. Aparatur melayani dengan sikap sopan

santun
4, Aparatur © melayani dengan tidak
diskriminatif (membeda-bedakan)

2. Metode Pendlitian

Penelitian dengan judul Kinerja
Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan e-
KTP di
Kabupaten

Kecamatan Sgjingan Besar
Sambas.Penditian ini
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menggunakan jenis penelitian deskriptif
dan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan  pengertian  diatas,
makapenelitian ini adalah penelitian yang
diarahkan untuk memberikan gejala-gejala,
faktafakta, atau kegadian-keadian secara
sistematis dan akurat mengena sifat-sifat
objek serta menganalisa kebenarannya
berdasarkan data yang _.diperoleh.Oleh
karena itu, dalam rangka mendapatkan data
lapangan, peneliti harus terjuni.langsung
kelapangan~agar dapat, mengamati secara
langsung aparatur.yang diteliti.Selanjutnya,
dalam kaitan penelitian ini, berarti penulis
berusaha untuk memberikan penjelasan
tentang kinerja aparatur pemerintah’ yang
berkaitan dengan pelayanan eKTP di
Kecamatan® Sgjingan Besar Kabupaten

Sambas.

C. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

1. Tangible (berwujud)

Dalam pelayanan perekaman e-KTP
yang pelaksanakan oleh Kanter-Kecamatan
Sajingan Besar, fasilitas fisik berupa sarana
dan parasarana dalam pelayanan tentu
menjadi suatu hal yang sangat penting, Alat
perekaman e-KTP yang rusak menjadi
kendala dalam

melaksanakan program eKTP karena

terbesar Kecamatan
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semua komponen aat perekaman harus
berfungs dengan baik dan jika ada salah
satu komponen yang rusak maupun tidak
berfungs dengan baik, maka perekaman
tidak akan biasa dilakukan. Hal itu pula
yang menghambat pihak kecamatan untuk
mencapai target yang telah ditentukan.

2. Rdiability.(kehandalan)

Reliability (kehandalan) merupakan
hal yang sangat penting“dalam dinamika
kerja suatu organisasi.Kehandalan

merupakan  bentuk  ciri  khasy, atau
karakteristik dari pegawai yang memiliki
prestas kerja tinggi. Dalam. dimens ini
tidak terlepas dari permasalahan, tetap ada
kekurangan dalam proses pelayanan, salah
satunya adalah kemampuan petugas yang
tidek merata sehingga jika salah satu
petugas tidak hadir pelayanan menjadi
lambat, karena petugas yang lain kurang
maksimal dalam mengoperasikan,‘dat-alat
eKTP.

pengoperasian-komputer untuk’ menginput

perekaman Khususnya

data pemohon.

3. Responsivines (ketanggapan)

Pada umumnya setiagp organisasi
maupun instansi pasti memiliki visi dan
misi yang bertujuan untuk membangun,
memberikan gambaran-gambaran  untuk
kedepan yang lebih baik dan termasuk di

dalamnya yaitu memberikan pelayanan
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berkualitasyang sesuai dengan standar
pelayanan yang berlaku.Salah satunya
adalah merespon secara cepat, cermat dan
tepat dan tidak ada diskriminasi dalam
pel ayanan.faktor-faktor yang tidak
disengga seperti mati lampu, terkadang
menjadi penghambat pihak Kecamatan
dalam efisiensi waktu pelayanan.

4. Assurance (jaminan)
Assurance
sebagai  pengetahuan_dan perilaku untuk

(Jaminan): “wdiartikan
membangun kepercayaan dan keyakinan
pada diri

wawancaradapat

konsumen.Dari hasil
bahwa

petugas menjalakan tugas dan fungsinya

dismpulkan

dengan baik -dengan tidak adanya tidakan
pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat
yang melakukan perekaman e-KTP. Terkait
dengan masyarakat yang memberikan uang
suka rela sebagai ungkapan terima kasih
mereka, itu merupakan salah satuupaya
aparatur untuk menghargai kebaikan.orang
lan yang ' secara ikhlas “memberikan

imbalan berupa.uang kepada petuges.

5. Empathy (empati)

Empati dalam pelayanan adalah
adanya suatu perhatian, keseriusan,
simpatik dan perhatian dari petugas yang
sedang melakukan aktivitas pelayanan
sesuai dengan tingkat pemahaman dan

perhatian aparatur tersebut. Pihak yang
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http://jurmafis.untan.ac.id

melayani harus bisa memahami dan
mengerti akan masalah setigp masyarakat
yang akan dilayani.pelayanan  yang
diberikan untuk dimensi empati sudah
cukup bak, terlihat dari pernyataan
masyarakat yang mengatakan sikap meraka
cukup baik dan tidak ada disktiminatif atau
membeda-bedakan dalam  memberikan
pelayanan kepada masyarakat, Sehingga

masyarakat merasa nyaman saat melakukan

pelayanan.
D. SIMPULAN, SARAN, DAN
KETERBATASAN

a) Simpulan

1. Secara faslitas fisk kantor "masih
kurang dan belum memenuhi® standar
untuk memberikan kenyamanan kepada
masyarakat saat melakukan pelayanan
perekaman . e-KTP, kemudian aat
perekaman e-KTP yang rusak sehingga

membuat- pelayanan di  Kantor
K ecamatan Sajingan men;j adi
terhambat.

2. Berdasakan dimens  kehandalan

(reliability) yang dimiliki oleh aparatur
Pemerintah Kecamatan Sgjingan Besar,
seperti yang telah dijelaskan pada bab
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sebelumnya  bahwa  kemampuan
aparatur dalam menggunakan alat-alat
untuk proses perekaman e-KTP sudah
cukup baik, yang men;j adi
permasalahan adalah kemampuan yang
dimiliki oleh setiap petugas/operator
yang melakukan pelayanan tidak
merata, dan ketika salah satu="dari
mereka ada yang berhalangan masuk
kerja, pelayanan® menjadi _lambat.
Sehingga pelayanan +yang“wdiberikan
tidak maksimal seperti biasanya.
Pemerintah Keeamatan Sgjingan Besar
mendapatkan  respon  positif  “dari
masyarakat, dimana mereka
memberikan tanggapan yang' baik
terhadap- pelayanan yang diberikan
aparatur Kecamatan, dimana mereka
merasa dihargai dan diperhatikan Saat
sedang ingin melakukan pelayanan e
KTP.

Untuk indikator Jaminan (assurance)
ddam pelayanan e-KTP, . pihak
Kecamatan Sgjingan Besar tidak
melakukan, pungutani”biaya’ maupun
Pungli terhadap masyarakat yang
melakukan perekaman~-e-KIP. Hal
tersebut menjadi kepuasan/kebahagiaan
tersendiri bagi masyarakat, karena
lebih mengurangi beban masyarakat
khususnya masyarakat yang tingkat
ekonominya di bawah rata-rata.

BENEDIKTUSAPRIANTO, NIM. E42011014
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5. Pemerintah Kecamatan Sgjingan Besar
mempunyai sikap dan sopan santun
yang bak daam  memberikan
pelayanan, aparatur K ecamatan
Sgjingan Besar juga tidak diskriminasi
atau membeda-bedakan dalam
melakukan perekaman e-KTP kepada
masyarakat.

b) Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil
penelitian ini ‘maka peneliti memberikan
beberapa saran yang berguna bagk, pihak

Kecamatan Sgjingan Besar, agar dapat

memperbaiki pelayanan © publik dalam

perekaman e-KTP:

1. Disarankan agar Camat selaku
pimpinan Kantor Kecamatan Sajingan
Besar, menganggarkan untuk
penambahan fasilitas fisk Kantor
seperti genset, tempat duduk ' ruang
tunggu dan yang paling penting yaitu
melaporkan secara cepat aat-aat yang
rusak;-untuk ~segera dapat perbaiki
sehinggal aktivitas pelayanan bisa
berjalan dengan lancar.

2. Meningkatkan kemampuan aparatur
dalam mengoperasikan alat-alat
perekaman e-KTP seperti pelatihan,
sehingga ketika salah satu petugas
berhalangan hadir tetap ada yang dapat

mengantikan posisi tersebut.
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3. Pemerintah Kecamatan Sgjingan Besar
harus bisa menerima keritik dan saran
serta merespon kebutuhan atau keluhan
masyarakat, sehingga mereka tidak
merasa terabaikan dan akhirnya kecewa
dengan pelayanan yang diberikan.

4. Kantor Kecamatan Sgjingan Besar
seharusnya menginformasikan tentang
tidek adanya pungutansbiaya dalam
pelayanan e-KTP seperti  menempel
poster sebaga pengumuman. Dan
dipertegas dengan, pernyataan dilarang
melakukan Punghi (pungutan Liar).

5. #Pemerintah Kecamatan Sgjingan Besar
harus ~“bisa mempertahankan dan
meningkatkan kenyamanan masyarakat
daam meakukan pelayanan publik,
dan “yang terpenting adalah jangan

ada diskriminatif dalam

memberikan pelayanan pembuatan e-

sampai

KTP khususnya.
c) Keterbatasan Penelitian
Selama  meakukan  penelitian
mengenai . penyelenggaraan —pelayanan

publik dalam perekaman eKTP di Kantor

Kecamatan Sgiingan Besar Kabupaten

Sambas. Pendliti  memiliki~keterbatasan-

keterbatasan yaitu :

1. Jarak rumah peneliti dengan Kantor
Kecamatan cukup jauh, dengan medan
jalan yang kurang baik.

2. Waktu penelitian yang dirasa pendliti

kurang, karena waktu yang diberikan
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hanya 2 minggu untuk melakukan
penelitian lapangan.
3. Kelengkapan data di Kantor
Kecamatan Sgjingan Besar juga masih
kurang, seperti tidak adanya profil

Kecamatan.
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